WALl KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : \61 /KEP/DISKOMINFO/ | /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN
PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024

WALI KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan
publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi,
maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan
Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat pada
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Pangkalpinang Tahun 2024.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali
Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Daerah Republik
Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat
Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Inddonesia Nomor 1091) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Termasuk Kotapraja
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 1821);
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10.

Undang-Undang  Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan  Provinsi  Kepulavan  Bangka  Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonnia
Nomor 4033);

Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman  Republik Indonesia  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Negara Indonsia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanana Informasi dan
Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 245);
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Menetapkan :
KESATU

KEDUA

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyelenggaraasn  Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik SBecara Nasional;

12, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun
2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Pangkalpinang
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013
MNomor 1);

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota  Pangkalpinang (Lembaran  Daerah  Kota
Panghkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

:Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan

Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi &
Pengaduan Online Rakyat Pada Organisasi Perangkat Daerah
D Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2024,
dengan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

:Tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pembina

a. menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan
pelayanan publik di Kota Pangkalpinang yang meliputi
organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang
memadai; dan

b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk
teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan
pelayanan publik di Kota Pangkalpinang.
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2. Penanggung Jawab/Ketua
a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja

pengelolaan  dan  penyelesaian  pengaduan  di
Organisasi Perangkat Daerah, berdasarkan indikator
dan target yang ditetapkan;

b. melakukan evaluasi atas kinerja  pengelolaan
pengaduan; dan

¢. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan
mengevaluasi  pelaksanaan  tugas dan  fungsi
penyelengearaan dan  pengendalian  pengelolaan
pengaduan masyarakat.

3. Anggota

a. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung
untuk mengatasi kendala dala penyesuaian
pengaduan apabila indikator dan target status
pengaduan terlihat lamban;

b. merencanakan, mensikronisasikan,
mengkonfirmasikan rencana program dan rencana
kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;

c. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada
Pembina /Penganggung Jawab; dan

d. anggota melaksanakan tugas terkait pengelolaan
pengaduan yang diberikan oleh  Penanggung
Jawab/Ketua.

KETIGA :  Tugas petugas administrator sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pengelola Pengaduan /Tim Admin

a. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan
oleh pengelola LAPOR!-Sistem Pengelolaan Pengaduan
Layanan Publik Nasional (SP4N) di level Nasional
untuk ditindaklanjuti;

b. menyerukan pengaduan kepada pengelola pengaduan
kepada organisasi penyelenggara/satuan kerja atau
pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan
kategori pengaduan;

c. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan
penyelesaian pengaduan dalam lingkungan
penyelenggara dan organisasi penyelenggara;

d. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara
berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang
diterima, penyebab pengaduan, serta penyelesaian
terhadap gangguan; dan

e. menyalurkan  pengaduan kepada  koordinatorr
pengelolaan  pengaduan nasional, LAPOR!-Sistem
Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Nasional
(SP4N), untuk diteruskan kembali apabila kategori
pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan
kewenangannya.
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2. Pejabat Penghubung

a. menginformasikan pengaduan kepala organisasi
penyelenggara/satuan kerja untuk ditindaklanjuti;

b. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang
diadukan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;

c. menjawab pengaduan pada organisasi
penyelenggara/satuan kerja; dan

d. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan
kepada kepala organisasi penyelenggara/satuan kerja.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024

KELIMA ! Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2£ et 2024

Fj. WALI KOTA PANGEALFINANG,

LUSJE ANNEKE TABALUJAN
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V. Pejabat Penghubung

No OFD

Nama Penghubung

e-mail

1 D¥nas Komunikasi dan Informatika

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

diskominflo@pangkalpinangkota.go.id

2 [Seiretznat DPRD

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

. | Dinas Penanamean Modzal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

setwan@pangkalpinangkota.go.id

dpmtstpnaken@pangkalpinangkota.go.id

Sexretasist Daersh Kota Panghkalpinang
Bagizn Organisasi

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

setdako@pangkalpinangkota.go.id

S |Inspelaorar

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

inspektoratdaerah@pangkalpinangkota.go.id

& Dinss Pendidilkan dan Kebudayaan

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

dikbud@pangkalpinangkota. go.id

\

s Sosial

=)
i

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

dinsos@pangkalpinangkota.go.id

o

- ]
i
Lt

inss Pelkerjaan Umum dan Penataan

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

pupr@pangkalpinangkota.go.id

-

inss Perumshean dan Keawasan

ermulaman

Wy
T

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

disperkim@pangkalpinangkota.go.id

inzs Pangan dan Peranian

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

dispapern@pangkalpinangkota.go.id

.
meo| e

i h
"

s Kependudukan dan Pencatatan

i W

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

disdukcapilfipangkalpinangkota. go.id

12 |Dinas Lingicungan Hidup

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

dlhifipangkalpinanghkota.go.id

Dipindai dengan CamScanner



[rEm-3

pro&eoysuetndreySued fdyp ueremedoday uep wnwn Feqoneey UeeLIad Wep wejne[=23 seul(J| S
prof-woyfuemdpeySued Fsayuip uEmemefaday meEp wnuin Seqqnsey UBJEISIY SEUI| +38
proE-mioyfueumdieyfued PuymunSepdoNsTp uereaeSaday wep wnun Seqqnsey| ueBusdepisd uep PWMINN Seladoy seurdg| €T
prof-sioySuewdeySued PlodSueqgsay usremedaday uep wnw Seqqnsey Anqod wep esSueg uenjesasy uspeg| IT
oo rewE figp s [ Terwmerynedappns: ueremefaday rep umurn Seqqnsey Susurdeydved yezurey nedaq ansa| 1T
prof-soysusundensued fgnysp ueremeSaday wep umuln Seqqnsey ueSungniiag seuld| 0
prof-moxSremdeysmed pddjodyes ueremeiadoy uep wnmun Seqonsey eleld Fuowredg 1s1jo0d wenyes| 61
elae]

prof-moySuemndeySued gpadyg meesmedaday uep wnu) Jeqonsey] o Wk a1

-

|

" proSmeySuerdreysued Hpmpsdig weremesaday uep wmwn Seqqnsey q&ﬁnﬁuﬁmﬁwﬂwﬁ%ﬁ%ﬂm&hﬁwmﬁﬁmﬂ LT
| prof-eroNSueudeysved Fepsueqiaddeq meremeSaday usp wnwn deqgnsey] wep ﬁbmﬁﬂh”ﬂﬂ%“ﬂﬁmhﬂwﬁﬁwmm a1
prof-moysueudeydued fepnoyeq ueremeSoday vep umuwyp Feqqnsey] yeioe( ueduena) ueped| ST
profmroxSvewdreySued Bdistadsp ueremedodoy wep mno SeqqnseEy] uedisreay uep ueexelstdiag seun| 1
profF-eoyIremdreydured Buredsip ueremeSadsy wep wmun Seqqnsey elesmmLTe] seug| £1
Sunqnyiuag Burep ado ON

B Dipindai dengan CamScanner



NYMOTYEY.L SMANNY J3Mrsn

"ONVYNIGTVMONYd VLOM I'Tvm ‘d

_ proferoxEremdenSued Euresuemme]-oa3] ] weueiesd 156y Leg ueure], weyeuresay| +£
_ profmoxsSremdEysued Tuelunoing -5y wnu weuedefad Sey ueju] IDjng Uejeuresal| £
f
| profeoxSoemdesiuredTurefeqresSued-ooy WM TEUEAE[ad ISEY ure[eqENSURd UsjeuIEaIay]| T
_ profewosEremdresired TS e i unaaE-oay wnutn ueuese)ad sey Fueddunisn wepenresay| Ig
| pro2eoqEvemdresidued Beqes-0ay mnulf] UeueiBad ey jaqen uejenIEsay| O
| prof sroEremdEesSued pmyaue1-0ay wmta wewelead 1sey myiuwey uwslenressy| 67
" progeoydvemdresSued Telewnd-oay o ueirese[ad sey eleunn wepenneoay| 87
proEeoyEveumndeyiued BrerodsTp ueremedaday mep mmm) Feqqnsey efene|0 Uep epnuad SEUld| LT
EUEOUalag
prof soyZuemdreySued gyedddp uemmedaday uvep wnuyn Seqqnsely Efrenjay uep yeuy ueBunpuriag| oF
‘uenduwalag urediepiaquiad SEU]
[rew-a Fungnuyduag vuren ado oN

Dipindai dengan CamScanner



